
BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 700/KEP. 449-INSPEKTORAT/2022

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a, bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan
daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, perlu
dilaksanakan pengawasan secara fungsional oleh
Inspektorat sebagai aparatur pengawasan internal
Pemerintah Daerah; perlu menetapkan Keputusan

Bupati;

b.bahwa untuk tertib pelaksanaan reviu, monitoring,
evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya
yang dilaksanakan oleh Aparat  Pengawasan Intern
Pemerintah, perlu disusun Program Kerja Pengawasan
Tahunan dengan prioritas pada program dan kegiatan
yang mempunyai risiko  terbesar,  perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

c.bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan
Tahunan Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
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3.Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara pemerintah Pusat  dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5.Peraturan  Pemerintah  Pengganti    Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

6.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2001tentang    Pengawasan    Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendaliart    Intern  Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tahun Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010
tentang  Pedoman  Pelaksanaan Fungsi  Pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat    Daerah terhadap Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 375);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
^Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan
Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 385);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2022 Nomor 35);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022
Nomor 40);



KESATU:: Program Kerja  Pengawasan  Tahunan  Inspektorat
Kabupaten Cianjur Tahun 2023 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini;

KEDUA: Program Kerja  Pengawasan  Tahunan  Sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Inspektorat;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR TENTANG PROGRAM
KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023

MEMUTUSKAN :

13.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Cianjur Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun

2016 Nomor  8), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur  Nomor 5 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Kedua Peraturan Daerah
KabUpaten Cianjur  Nomor  8 TahUn 2016 tentang
Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat   Daerah
Kabupaten  Cianjur  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Cianjur Tahun 20221 Nomor 39);

14.Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta  Tata  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten
Cianjur Tahim 2021 Nomor  70), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati  Cianjur Nomor 126
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022
Nomor 250);

15.Peraturan Bupati Cianjur Nomor 83 Tahun 2021 tentang

Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Unit Organisasi di

Lingkungan Inspektorat   Kabupaten Cianjur  (Berita

Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 83);

16.Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Cianjur Cianjur (Berita Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2022 Nomor 210).



AN

KKTIGA: Inspektorat  dapat  melakukan perubahan pengaturan
jadwal dan objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum kesatu sesuai dengan situasi, dan

kebutuhan;

KEEMPAT: Segala  biaya  yang  diperlukan terkait   pelaksanaan
pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Cianjur
padatanggal xet D^eBb^r 2022,
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